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ABSTRAK

(A) Nama : Yuda Tri Pagrelia  (207221011)
(B) Judul Tesis : Kontradiksi Status Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) Dalam Perusahaan Holding Induk
(C) Halaman : x + 151 + 2024.
(D) Kata Kunci : Kontradiksi, Status Hukum, Anak Perusahaan, BUMN.
(E) Isi Abstrak

Perusahaan anak dan induk adalah sebuah entitas independen yang berdiri
sendiri, sedangkan tanggung jawab pihak ketiga berada pada anak
perusahaan apabila melakukan kelalaian atau kesalahan. Permasalahan yang
dihadapi adalah bagaimana penerapan piercing the corporate veil terhadap
holding company dalam hubungannya dengan tindakan hukum anak
perusahaan dan bagaimana kontradiksi status hukum anak perusahaan
BUMN dalam perusahaan holding. Metode penelitiannya adalah yuridis
normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip piercing the
corporate veil dapat diterapkan pada pemerintah/negara dalam hal
perusahaan induk BUMN ketika pemerintah melakukan tindakan atau
perbuatan yang merugikan perusahaan tidak langsung maupun langsung,
dengan maksud jahat, mengeksploitasi perusahaan untuk kepentingan
pribadi. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang menggunakan
harta kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan
harta kekayaan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang perusahaan.
Jelas bahwa penerapan doktrin atau prinsip penindikan tabir korporasi dapat
dibuktikan melalui penguasaan anak perusahaan oleh perusahaan induk.
Perseroan dan pemegang saham dapat dituntut apabila telah memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Penerapan
prinsip piercing the corporate veil juga bisa dilakukan ketika anak
perusahaan hanya sekedar dijadikan alat oleh perusahaan induk untuk
mencari keuntungan pribadi bagi pemegang sahamnya. Apabila BUMN
menjadi anak perusahaan dalam suatu perusahaan induk, maka kedudukan
hukumnya dan kedudukannya tidak lagi menjadi BUMN, baik itu BUMN
atau perseroan terbatas, mengingat saham-sahamnya anak perusahaannya
tidak lagi berasal dari pemerintah/negara melainkan dari badan usaha milik
negara yang menjadi holding company. Dalam hal ini, anak perusahaan
tersebut tidak lagi mempunyai status hukum dan kedudukan sebagai
BUMN, sedangkan pemerintah masih mempunyai kewenangan mutlak
dalam hal penguasaan dan pengembangan terhadap BUMN yang menjadi
anak perusahaan di dalam perusahaan induk. Otoritas ini berafiliasi tidak
langsung dengan negara/pemerintah melalui BUMN dan holding company
yang mewakili pemerintah dan memegang mayoritas saham di anak
perusahaan tersebut.

(F)  Acuan : 54 (1986-2023)
(G)  Pembimbing  : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
(H) Penulis : Yuda Tri Pagrelia



v

ABSTRACT

(A) Name: Yuda Tri Pagrelia (207221011)
(B)  Thesis Title: Contradictions on the Legal Status of Subsidiaries of State-Owned

Enterprises (BUMN) in the Parent Holding Company
(C)  Pages: x + 151 + 2024.
(D)  Keywords: Contradiction, Legal Status, Subsidiaries, BUMN.
(E)  Contents of the Abstract
 Subsidiary and parent companies are independent entities that stand alone, while the

responsibility of third parties lies with the subsidiary if they commit negligence or
errors. The problem faced is how to apply piercing the corporate veil to holding
companies in relation to subsidiary legal actions and how the legal status of BUMN
subsidiaries in holding companies is contradictory. The research method is
normative juridical. The research results show that the principle of piercing the
corporate veil can be applied to the government/state in the case of state-owned
holding companies when the government takes actions or actions that harm the
company indirectly or directly, with malicious intent, exploiting the company for
personal interests. This act is a violation of using company assets for personal gain
which results in the assets being insufficient to pay off the company's debts. It is
clear that the application of the doctrine or principle of piercing the corporate veil
can be proven through the control of subsidiaries by the parent company. The
company and its shareholders can be sued if they have fulfilled the requirements as
intended in Article 3 paragraph (2) of the Company Law. The application of the
principle of piercing the corporate veil can also be done when a subsidiary is merely
used as a tool by the parent company to seek personal gain for its shareholders. If a
BUMN becomes a subsidiary of a holding company, then its legal status and position
will no longer be a BUMN, be it a BUMN or a limited liability company, considering
that the shares in the subsidiary no longer come from the government/state but from
the state-owned enterprise which is the holding company. In this case, the subsidiary
no longer has legal status and position as a BUMN, while the government still has
absolute authority in terms of control and development of the BUMN which is a
subsidiary of the parent company. This authority is affiliated indirectly with the
state/government through BUMN and holding companies which represent the
government and hold the majority of shares in these subsidiaries.

 (F)  References : 54 (1986-2023)
(G)  Supervisor: Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
(H)  Author: Yuda Tri Pagrelia
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